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Abstract 
This research aims to know and analyze the effects of motivation, training and job facilities, 
simultaneously and partially on personnel’s performance at Regional Income Office, Central 
Sulawesi Province. There are 107 Respondents in this study that have been determined as the 
sample using census method. Analysis method used in this research is multiple linear regression. 
The results show that motivation, training and job facilities simultaneously peform positive and 
significant effects on personnel’s performance at Regional Income Office Central Sulawesi 
Province. Partially, motivation, training and job facilities also  perform positive and significant 
effects on personnel’s performance. Determination coefficient shows adjusted R-square 0,56,4 
indicates that 56,40% of personnel’s performance has been affected by motivation, training and job 
facilities, meanwhile 43,6% is affected by other variables that are not investigated in this research.  
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Kebijakan penyelenggaraan otonomi 
daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya 
memberikan wewenang kepada pemerintah 
daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan. 
Untuk dapat menyelenggarakan fungsi 
pemerintahan dan pembangunan daerah 
tersebut tentunya harus diikuti dengan 
ketersediaan pendanaan yang memadai. Oleh 
karena itu, daerah diberikan hak untuk 
mendapatkan sumber-sumber keuangan 
daerah terutama yang berasal dari potensi 
daerahnya sendiri. Sebagaimana yang 
tertuang dalam Undang-Undang Nmor 33 
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah yang menyatakan bahwa untuk 
mendukung penyelenggaraan otonomi daerah 
melalui penyediaan sumber-sumber 
pendanaan berdasarkan kewenangan 
Pemerintah Pusat, Desentralisasi, 
Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu 
diatur perimbangan keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
berupa sistem keuangan yang diatur 
berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, 
dan tanggung jawab yang jelas antar susunan 
pemerintahan. 
Dengan adanya pemberian kewenangan 
kepada daerah untuk menggali potensi-
potensi penerimaan daerah itulah dituntut 
kemampuan daerah untuk mengoptimalkan 
potensi sumber daya baik sumber daya alam 
maupun sumber daya manusia pengelolanya. 
Kualitas sumber daya manusia memegang 
peranan penting dalam keberhasilan 
organisasi mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. Dalam organisasi pemerintahan, 
sumber daya manusia tersebut adalah pegawai 
negeri sipil (PNS), dimana pada era otonomi 
daerah sangat dibutuhkan kemampuan aparat 
yang mampu untuk menganalisa potensi-
potensi daerah yang dapat digali dalam rangka 
peningkatan penerimaan daerah. 
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan 
Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 
tentang Organisasi Tata Kerja Dinas-dinas 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 
tugas pokok melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah berdasarkan asas 
otonomi dan tugas pembantuan. 




Oleh karena itu Dinas Pendapatan 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang 
memiliki tugas utama sebagai pengelola 
pendapatan daerah yang berasal dari 
pendapatan asli daerah (PAD) untuk memacu 
kinerja pegawai dalam hal pencapaian 
realisasi penerimaannya diberikan upah 
pungut yang diperhitungkan prosentase 
besaran realisasi pencapaian. Anwari (2000) 
mengemukakan bahwa dalam lingkungan 
kerja banyak faktor eksternal dan internal 
yang mempengaruhi motivasi yang 
berdampak pada tinggi rendahnya kinerja 
pegawai. Oleh karena itu motivasi tidak hanya 
muncul atas alasan kebutuhan ekonomis 
dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk 
penghargaan, respek dan hubungan yang 
harmonis dengan rekan kerja. 
Pada dasarnya pegawai yang memiliki 
kualitas yang baik adalah pegawai yang dapat 
melaksanakan tugas dengan kreatif dan 
inovatif sehingga akan menjadi modal dasar 
bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan 
pembangunan di daerah sehingga dibutuhkan 
pegawai-pegawai yang memiliki kemampuan 
untuk melaksanakan tugas pokok yang 
menjadi tanggungjawabnya. Namun pada 
kenyataan terlihat bahwa pegawai lebih 
cenderung untuk mengerjakan hal-hal yang 
sudah menjadi rutinitasnya tanpa adanya ide-
ide kreatif yang dapat dikembangkan dari 
tugas pokok dan fungsinya. Hal ini 
disebabkan oleh masih lemahnya kemampuan 
untuk menganalisa program dan kegiatan apa 
yang dapat dikembangkan dalam tugas pokok 
dan fungsinya.  
Berkaitan dengan hal tersebut maka 
untuk meningkatkan pengetahuan dan 
ketrampilan pegawai melalui pemberian 
pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan 
masing-masing pegawai agar pada akhirnya 
dapat mendorong peningkatan kinerja 
pegawai. Hal ini sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Gomes (2003) mengatakan 
bahwa pelatihan adalah setiap usaha untuk 
memperbaiki kinerja pegawai pada suatu 
pekerjaan tertentu yang sedang menjadi 
tanggung jawabnya atau suatu pekerjaan yang 
ada kaitannya dengan pekerjaan. 
Faktor lain yang berperan dalam 
menumbuhkan kinerja pegawai adalah adanya 
ketersediaan fasilitas kerja yang memadai 
bagi pegawai. Fasilitas merupakan sarana dan 
prasarana untuk memudahkan pekerjaan. 
Fasilitas merupakan komponen individual 
dari penawaran yang mudah ditumbuhkan 
atau dikurangi tanpa mengubah kualitas dan 
model jasa. 
Motivasi 
Motivasi adalah daya pendorong yang 
mengakibatkan seseorang anggota organisasi 
mau dan rela untuk menggerakkan 
kemampuan dalam bentuk keahlian atau 
ketrampilan, tenaga dan waktunya untuk 
menyelenggarakan berbagai kegiatan uyang 
menjadi tanggungjawabnya dan menunaikan 
kewajbannya dalam rangka pencapaian tujuan 
dan berbagai sasaran organisasi yang telah 
ditentukan sebelumnya (Siagian, 2008). 
Sedangkan menurut Robbins (2001), 
motivasi adalah kesediaan untuk 
mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi 
untuk tujuan organisasi yang dikondisikan 
oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi 
beberapa kebutuhan individual. Kebutuhan 
terjadi apabila tidak ada keseimbangan antara 
apa yang dimiliki dan apa yang diharapkan. 
Dorongan merupakan kekuatan mental yang 
berorientasi pada pemenuhan harapan dan 
pencapaian tujuan. Dan tujuan adalah sasaran 
atau hal yang ingin dicapai oleh seseorang 
individu. 
Nawawi (2003) mengemukakan bahwa 
motivasi adalah suatu kondisi yang 
mendorong atau menjadi sebab seseorang 
melakukan suatu perbuatan atau kegiatan 
yang berlangsung secara sadar. 
Teori motivasi dikelompokkan ke dalam 
tiga kelompok yaitu teori motivasi dengan 
pendekatan isi/kepuasan (content theory), 
teori motivasi dengan pendekatan proses 
(process theory) dan teori motivasi dengan 
pendekatan penguat (reinforcement theory). 
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Berkaitan dengan teori motivasi, 
Maslow dalam Mangkunegara (2009) 
mengemukakan bahwa pada intinya berkisar 
pada pendapat bahwa manusia mempunyai 
lima tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu: 
1. Kebutuhan Fisiologi (Physiological 
needs), yaitu kebutuhan dasar untuk 
menunjang kehidupan manusia.  
2. Kebutuhan Keamanan (Safety needs), 
manifestasi kebutuhan ini antara lain 
adalah kebutuhan akan keamanan jiwa, 
dimana manusia berada, kebutuhan 
keamanan harta, perlakuan yang adil, 
pensiun dan jaminan hari tua. 
3. Kebutuhan Sosial (Social needs), 
manifestasi kebutuhan ini antara lain 
tampak pada kebutuhan akan perasaan 
diterima oleh orang lain (sense of 
belonging), kebutuhan untuk maju dan 
tidak gagal, kekuatan untuk ikut serta. 
4. Kebutuhan akan Penghargaan/prestise 
(Esteem needs), semakin tinggi status, 
semakin tinggi pula prestisenya. Prestise 
dan status ini dimanifestasikan dalam 
banyak cara misalnya mobil mewah, 
kamar kerja full AC dan lain-lain 
5. Kebutuhan aktualisasi diri (Self 
Actualization), merupakan kebutuhan 
untuk memenuhi diri seseorang melalui 
pengoptimalisasian penggunaan 
kemampuan, keahlian dan potensi yang 
dimiliki. 
Pelatihan 
Pelatihan adalah proses terintegrasi 
yang digunakan oleh perusahaan untuk 
memastikan karyawan bekerja untuk 
mencapai tujuan organisasi. Secara definisi 
pelatihan adalah proses mengajar 
keterampilan yang dibutuhkan karyawan baru 
dan lama untuk melakukan pekerjaannya 
(Dessler, 2009). 
Menurut Gomes (2003) yang 
mengemukakan bahwa pelatihan adalah setiap 
usaha untuk memperbaiki kinerja pekerja 
pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang 
menjadi tanggung jawabnya. Istilah pelatihan 
sering disamakan dengan pengembangan 
(development) yang merupakan kesempatan-
kesempatan belajar yang didesain untuk 
meningkatkan kinerja karyawan. 
Sedangkan menurut Mangkuprawira 
(2004), pelatihan merupakan sebuah proses 
mengajarkan pengetahuan dan keahlian 
tertentu serta sikap agar karyawan semakin 
terampil dan mampu melaksanakan tanggung 
jawabnya dengan semakin baik, sesuai 
dengan standar. 
Menurut Simamora (2004), ada tujuh 
bidang yang merupakan tujuan utama 
pelatihan yaitu: 
a. Memperbaiki Kinerja. 
b. Memutakhirkan keahlian para pegawai 
sejalan dengan kemajuan teknologi. 
c. Mengurangi waktu belajar bagi pegawai 
baru supaya menjadi kompeten dalam 
pekerjaan. 
d. Membantu memecahkan permasalahan 
operasional. 
e. Mempersiapkan pegawai untuk promosi. 
f. Mengorientasikan pegawai terhadap 
perusahaan. 
g. Memenuhi kebutuhan pertumbuhan diri. 
Berkaitan dengan kebutuhan pelatihan, 
maka harus diketahui keterampilan dan 
pengetahuan apa saja yang dibutuhkan 
karyawan dalam bekerja dan pengetahuan 
serta ketrampilan apa saja yang telah dimiliki 
karyawan. Menurut Sofyandi (2008) program 
pelatihan yang efektif yang diberikan 
perusahaan kepada pegawainya dapat diukur 
melalui: 
1. Isi pelatihan, yaitu apakah isi program 
pelatihan relevan dan sejalan dengan 
kebutuhan pelatihan, dan apakah 
pelatihan itu up to date. 
2. Metode pelatihan, apakah metode 
pelatihan yang diberikan sesuai untuk 
subjek itu dan apakah metode pelatihan 
tersebut sesuai dengan gaya belajar 
peserta pelatihan. 
3. Sikap dan keterampilan instruktur, yaitu 
apakah instruktur mempunyai sikap dan 
keterampilan penyampaian yang 
mendorong orang untuk belajar. 




4. Lama waktu pelatihan, yaitu berapa lama 
waktu pemberian materi pokok yang 
harus dipelajari dan seberapa cepat tempo 
penyampaian materi tersebut. 
5. Fasilitas pelatihan, yaitu apakah tempat 
penyelenggaraan pelatihan dapat 
dikendalikan oleh instruktur, apakah 
relevan dengan jenis pelatihan, dan 
apakah makanannya memuaskan. 
Fasilitas Kerja 
Fasilitas kerja merupakan suatu bentuk 
pelayanan bagi instansi terhadap pegawai agar 
menunjang kinerja dalam memenuhi 
kebutuhan pegawai, sehingga dapat 
meningkatkan produktivitas kerja pegawai 
(Tjiptono, 2004). 
Husnan (2002), fasilitas kerja adalah 
sarana dan prasarana yang diperlukan untuk 
membantu pegawai agar lebih mudah 
menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat 
meningkatkan kinerjanya. Fasilitas kerja ini 
merupakan suatu bentuk pelayanan 
perusahaan terhadap karyawan agar 
menunjang kinerja dalam memenuhi 
kebutuhan karyawan, sehingga dapat 
meningkatkan kinerja kerja pegawai. Adanya 
fasilitas kerja yang disediakan oleh organisasi 
sangat mendukung pegawai dalam bekerja. 
Sementara Djoyowirono (2005), 
menyatakan bahwa fasilitas/sarana adalah alat 
yang diperlukan untuk menggerakkan 
kegiatan manajemen dalam rangka mencapai 
tujuan organisasi. Fasilitas kerja merupakan 
faktor-faktor yang tidak dapat dipisahkan dari 
dunia kerja dan merupakan hal yang vital bagi 
pegawai untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. 
Dengan tersedianya fasilitas berupa sarana 
dan prasarana penunjang kerja yang lengkap 
maka pegawai anak terdorong untuk 
meningkatkan kinerjanya. 
Berkaitan dengan ketersediaan fasilitas 
untuk menunjang proses pelaksanaan 
pekerjaan, Moenir (2000) mengemukakan 
bahwa fungsi dari fasilitas kerja adalah 
sebagai berikut: 
a. Mempercepat proses pelaksanaan 
pekerjaan, sehingga dapat menghemat 
waktu. 
b. Meningkatkan produktivitas, baik barang 
ataupun jasa. 
c. Kualitas produk yang lebih baik/terjamin. 
d. Ketepatan susunan dan stabilitas ukuran 
terjamin. 
e. Lebih mudah/sederhana dalam gerak para 
pelakunya. 
f. Menimbulkan rasa kenyamananbagi 
orang-orang yang berkeentingan sehingga 
dapat mengurangi emosional mereka. 
Menurut Djoyowirono (2005), sarana 
dan prasarana penunjang kerja yang dapat 
mempengaruhi atau meningkatkan efisiensi 
dan efektifitas kerja meliputi hal-hal sebagai 
berikut:  
1. Kondisi gedung dan kantor;  
2. Peralatan dan perlengkapan kantor;  
3. Alat transportasi;  
4. Alat komunikasi. 
Kinerja Pegawai 
Kinerja merupakan perilaku nyata yang 
ditampilkan setiap orang sebagai prestasi 
kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai 
dengan perannya dalam perusahaan. Kinerja 
karyawan merupakan suatu hal yang sangat 
penting dalam upaya perusahaan untuk 
mencapai tujuannya (Rivai, 2008). 
Mangkunegara (2009) menyatakan 
bahwa kinerja karyawan adalah hasil kerja 
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 
oleh seseorang karyawan dalam 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
tanggung jawab yang diberikan kepada 
karyawan tersebut. Kinerja individual 
merupakan hubungan dari ketiga faktor antara 
lain kemampuan (ability), usaha (effort), dan 
dukungan (support). 
Kemudian untuk melihat perkembangan 
dari kinerja pegawai dapat dilakukan melalui 
penilaian kinerja. Handoko (2001) 
mendefinisikan penilaian kinerja sebagai 
proses melalui mana organisasi-organisasi 
mengevaluasi atau menilai kinerja karyawan. 
Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-




keputusan personalia dan memberikan umpan 
balik kepada karyawan tentang pelaksanaan 
kerja mereka. 
Menurut Dessler (2009) penilaian 
kinerja yaitu memberikan umpan balik kepada 
pegawai dengan tujuan memotivasi pegawai 
untuk menghilangkan kemerosotan kinerja 
atau berkinerja lebih baik. Pegawai 
menginginkan dan memerlukan umpan balik 
berkenaan dengan prestasi mereka, dan 
penilaian menyediakan kesempatan untuk 
memberikan umpan balik kepada mereka. Jika 
kinerja tidak sesuai dengan standar, maka 
penilaian memberikan kesempatan untuk 
meninjau kemajuan pegawai, dan untuk 
menyusun rencana peningkatan kinerja lagi. 
Menurut Bernardin dan Russell (1993) 
terdapat beberapa kriteria untuk menilai 
kinerja karyawan, yaitu: 
1. Quality. Tingkatan dimana proses atau 
penyesuaian pada cara yang ideal di 
dalam melakukan aktifitas atau 
memenuhi aktifitas yang sesuai harapan. 
2. Quantity. Jumlah yang dihasilkan 
diwujudkan melalui nilai mata uang, 
jumlah unit, atau jumlah dari siklus 
aktifitas yang telah diselesaikan. 
3. Timeliness. Tingkatan di mana aktifitas 
telah diselesaikan dengan waktu yang 
lebih cepat dari yang ditentukan dan 
memaksimalkan waktu yang ada untuk 
aktifitas lain. 
4. Need for supervision. Tingkatan dimana 
seorang karyawan dapat melakukan 
pekerjaannya tanpa perlu meminta 
pertolongan atau bimbingan dari 
atasannya. 
Pendapat lain dikemukakan oleh Byars 
dan Rue (2008) yang menyatakan bahwa 
kinerja merupakan hasil dari usaha karyawan 
yang dipengaruhi oleh kemampuan dan 
persepsi peran (tugas). Kinerja sangat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai 
berikut: 
1. Usaha, merupakan hasil dari adanya 
motivasi, menunjukkan jumlah tenaga 
(fisik maupun mental) seseorang yang 
digunakan dalam melaksanakan tugas dan 
tanggungjawab dalam meningkatkan 
prestasi kerjanya.  
2. Kemampuan, merupakan kriteria 
seseorang yang digunakan dalam 
melaksanakan suatu pekerjaan.  
3. Persepsi Tugas, menunjukkan arah 
dimana seseorang memahami kemana 
mereka seharusnya menyalurkan 





Menurut analisis dan jenis datanya, 
penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 
karena data yang disajikan dalam penelitian 
ini merupakan data dalam bentuk angka 
sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono 
(2009) yang menyatakan bahwa data 
kuantitatif merupakan data yang berbentuk 
angka atau data kualitatif yang diangkakan 
(skoring). 
Penelitian dilakukan pada Dinas 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah, dengan responden yang digunakan 
sebanyak 107 orang yang merupakan pegawai 
negeri sipil dilingkungan Dinas Pendapatan 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Variabel 
yang digunakan dalam penelitian meliputi 
variabel independen (X) yang terdiri dari 
motivasi, pelatihan, fasilitas kerja. Sementara 
variabel dependen  (Y) adalah variabel kinerja 
pegawai. 
Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi linier 
berganda yang bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh variabel motivasi (X1), pelatihan 
(X2), fasilitas kerja (X3) terhadap kinerja 
pegawai (Y). Adapun model persamaannya 
sebagai berikut: 
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 
Dimana: 
Y  = Variabel dependen (kinerja pegawai) 
a  = Konstanta 
b1 = Koefisien regresi motivasi  
b2 = Koefisien regresi pelatihan 




b3  = Koefisien regresi fasilitas kerja 
X1 = Motivasi 
X2 = Pelatihan 
X3  = Fasilitas kerja 
e = error / variabel pengganggu 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil 
Analisis Regresi Linier Berganda 
Berdasarkan hasil analisis regresi linear 
berganda dengan menggunakan bantuan 
komputer SPSS For Windows Release 16,0 
diperoleh hasil-hasil penelitian dari 107 orang 
responden dengan dugaan pengaruh ketiga 
variabel independen (motivasi, pelatihan dan 
fasilitas kerja) terhadap kinerja pegawai Dinas 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 
dapat diperoleh model regresi yakni: 
Y =  1,595 +  0,309X1 + 0,164X2  + 0,181X3   
Dari persamaan diatas dapat dijelaskan: 
1. Untuk nilai konstanta sebesar 1,595 
berarti tanpa adanya variabel independen 
motivasi (X1) pelatihan (X2) dan fasilitas 
kerja (X1) terhadap kinerja pegawai 
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah (Y) adalah sebesar 
1,595. 
2. Motivasi (X1) dengan koefisien regresi 
0,309 ini berarti terjadi pengaruh yang 
positif antara motivasi dan kinerja 
pegawai. Artinya semakin termotivasi 
pegawai yang ada pada Dinas Pendapatan 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah maka 
akan menaikkan kinerja pegawai. 
3. Pelatihan (X2) dengan koefisien regresi 
0,164 ini berarti terjadi pengaruh yang 
positif antara pelatihan dan kinerja 
pegawai. Artinya semakin tepat pelatihan 
yang dilaksanakan di Dinas Pendapatan 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah  maka 
akan menaikkan kinerja pegawai. 
4. Fasilitas Kerja (X3) dengan koefisien 
regresi 0,181 ini berarti terjadi pengaruh 
yang positif antara fasilitas kerja dan 
kinerja pegawai. Arinya semakin baik 
fasilitas kerja yang ada di Dinas 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah  maka akan menaikkan kinerja 
pegawai. 
Uji Hipotesis Pertama (Uji Simultan/Uji-F) 
Berdasarkan hasil uji determinasi 
(kehandalan model) diperoleh nilai Adjusted 
R-Square = 0,564 atau = 56,40%. Hal 
menunjukkan bahwa sebesar 56,40% variabel 
tidak bebas dipengaruhi oleh ketiga variabel 
bebas, selebihnya sebesar 43,60% variabel 
tidak bebas dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
Selanjutnya berdasarkan Tabel 4.11 dari 
hasil perhitungan diperoleh Fhitung = 46,701 
pada taraf nyata ά = 0,05 atau α < 0,05. Dari 
tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai 
signifgikansi F = 0,000. Dengan demikian 
dapat dinyatakan bahwa secara bersama-sama 
(simultan) variabel bebas mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap variabel 
tidak bebasnya. 
Uji Hipotesis Kedua, Ketiga dan Keempat 
(Uji Parsial/Uji-t) 
Pengujian secara parsial dimaksudkan 
untuk melihat pengaruh masing-masing 
variabel bebas (X) terhadap variabel tidak 
bebasnya (Y), dengan hasil sebagai berikut: 
a. Berdasarkan hasil perhitungan pada 
variabel motivasi (X1) diperoleh nilai 
koefisien regresi sebesar 0,309, 
sementara tingkat signifikasi t sebesar 
0,000. Dengan demikian nilai α < 0,05 
pada taraf kepercayaan 95%, sehingga 
dapat dinyatakan bahwa varaibel motivasi 
mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap kinerja pegawai Dinas 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah. Dengan demikian maka hipotesis 
kedua yang menyatakan bahwa motivasi 
berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja pegawai Dinas 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah, berdasarkan hasil uji-t ternyata 
terbukti. 
b. Berdasarkan hasil perhitungan pada 
variabel pelatihan (X2) diperoleh nilai 
koefisien regresi sebesar 0,164, 




sementara tingkat signifikasi t sebesar 
0,000. Dengan demikian nilai α < 0,05 
pada taraf kepercayaan 95%, sehingga 
dapat dinyatakan bahwa varaibel 
pelatihan mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja pegawai 
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah. Dengan demikian 
maka hipotesis ketiga yang menyatakan 
bahwa pelatihan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja pegawai 
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah, berdasarkan hasil uji-t 
ternyata terbukti. 
c. Berdasarkan hasil perhitungan pada 
variabel fasilitas kerja (X2) diperoleh 
nilai koefisien regresi sebesar 0,181, 
sementara tingkat signifikasi t sebesar 
0,000. Dengan demikian nilai α < 0,05 
pada taraf kepercayaan 95%, sehingga 
dapat dinyatakan bahwa varaibel fasilitas 
kerja mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja pegawai 
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah. Dengan demikian 
maka hipotesis keempat yang 
menyatakan bahwa fasilitas kerja 
berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja pegawai Dinas 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 




Pengaruh Motivasi, Pelatihan dan Fasilitas 
Kerja terhadap Kinerja Pegawai 
Pada dasarnya pegawai negeri sipil 
dalam melaksanakan tugas telah  diberikan 
tugas pokok dan fungsi sesuai dengan 
bidangnya masing-masing sehingga dengan 
sendirinya pegawai akan merasa memiliki 
tanggungjawab untuk menyelesaikan tugas-
tugasnya dengan baik. Hal tersebut 
mengindikasikan pegawai ingin menunjukkan 
bahwa mereka memiliki kemampuan untuk 
bekerja dengan baik, dengan harapan prestasi 
kerja yang dicapai mendapatkan imbalan yang 
sesuai.  
Penghargaan terhadap prestasi kerja 
pegawai penting untuk diberikan karena 
pegawai akan merasa mendapatkan 
pengakuan terhadap apa yang selama ini telah 
dikerjakan dengan baik. Kepastian terhadap 
karir pegawai merupakan salah satu wujud 
dari pengakuan terhadap prestasi kerja. Dalam 
struktur organisasi pemerintah daerah 
memang jabatan yang tersedia sangat terbatas 
bila dibandingkan dengan jumlah pegawai 
yang ingin mendudukinya. Namun bila 
penempatan seorang pejabat sesuai dengan 
prestasi kerjanya tentu tidak akan terjadi 
kecemburuan antar sesama pegawai. Dengan 
adanya kepastian terhadap karir tersebut 
tentunya akan menimbulkan persaingan yang 
sehat dalam bekerja sehingga dengan 
sendirinya pegawa akan berusaha untuk 
meningkatkan kinerjanya. 
Kemampuan pegawai dalam 
melaksanakan tugas pada dasarnya berbeda-
beda, terutama dalam memahami apa yang 
harus dikerjakan dan bagaimana 
mengerjakannya. Tingkat pendidikan yang 
dimiliki belum dapat menjamin seorang 
pegawai dapat melaksanakan pekerjaan 
dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan 
peningkatan kemampuan pegawai yang secara 
cepat dan tepat. Pelatihan merupakan salah 
satu cara untuk dapat meningkatan 
kemampuan pegawai, baik pelatihan 
kepemimpinan maupun pelatihan teknis. 
Dengan diberikannya pelatihan yang tepat 
tentunya akan dapat membuka wawasan dan 
menambah kemampuan pegawai sehingga 
pada akhirnya dapat meningkatkan 
kinerjanya.  
Dalam melaksanakan tugas, sebaik 
apapun kemampuan pegawai tanpa didukung 
dengan ketersediaan fasilitas kerja akan 
berdampak negatif pada kinerja pegawai yang 
pada akhirnya akan berdampak pada hasil 
kerja yang kurang maksimal. Dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat 
tentunya dibutuhkan kecepatan dan ketepatan 




dalam bekerja. Fasilitas kerja yang memadai 
akan memberikan kemudahan pegawai dalam 
bekerja dan pegawai dapat dengan cepat 
menyelesaikan pekerjaan. Untuk 
menyediakan fasilitas yang memadai tentunya 
membutuhkan dana yang cukup besar namun 
bila dibandingkan dengan investasi non 
finansial hal ini sangat bermanfaat karena 
menyangkut pada pelayanan masyarakat 
secara prima. Keterbatasan fasilitas kerja akan 
sangat mengganggu proses pelaksanaan 
pekerjaan, dengan kata lain pegawai akan 
mengalami kesulitan untuk dapat bekerja 
secara maksimal sehingga dengan sendirinya 
kinerja pegawai akan menurun. 
Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja 
Pegawai 
Lingkungan kerja yang sehat adalah 
lingkungan yang dapat memberikan 
kenyamanan kerja kedapa pegawai terutama 
dalam hal sikap pimpinan terhadap 
bawahannya. Perlakukan yang sama dimata 
pegawai akan memberikan dampak positif 
terhadap hubungan sosial antar sesama 
pegawai, dengan kata lain tidak adanya 
kecemburuan terhadap perlakukan pimpinan 
terhadap pegawai yang satu dengan pegawai 
lainnya. Dalam pelaksanaan tugas tentunya 
dibutuhkan koordinasi antar sesama bidang 
agar terjalin keselarasan untuk mencapai 
tujuan organisasi. Oleh karena itu dengan 
hubungan yang baik diantara pegawai 
koordinasi tersebut dapat berjalan dengan 
baik. Dengan koordinasi yang baik tentunya 
persoalan atau kendala yang dihadapi dalam 
pelaksanaan tugas dapat diatasi dengan baik. 
Kebutuhan hidup merupakan kebutuhan 
dasar dari setiap manusia begitu pula halnya 
dengan pegawai. Tujuan seseorang menjadi 
pegawai tentunya ingin memenuhi kebutuhan 
dasarnya. Oleh karena itu kecukupan terhadap 
gaji yang diterima dapat memotivasi pegawai 
untuk meningkatkan kinerjanya. Namun 
kebutuhan hidup pegawai sangatlah berbeda-
beda, kebutuhan hidup pegawai yang telah 
berkeluarga tentunya berbeda dengan pegawai 
yang belum berkeluarga. Dari tingkat gaji pun 
tentunya berbeda pula. Kondisi tersebut 
menuntut pegawai untuk dapat mengelola gaji 
yang diterima sesuai dengan kebutuhan 
hidupnya. Hal yang dapat dilakukan oleh 
organisasi untuk menambah kebutuhan 
finansial pegawai adalah dengan memberikan 
insentif diluar gaji yang diterima. Namun 
insentif tersebut harus didukung dengan 
peningkatan kinerja dari pegawai sehingga 
terjadi keadilan, dimana pegawai yang 
memiliki kinerja yang tinggi akan 
memperoleh insentif yang tinggi demikian 
pula sebaliknya pegawai dengan kinerja 
rendah tentunya menerima insentif yang 
rendah pula. 
Disamping indikator-indikator tersebut, 
indikator kebutuhan akan penghargaan juga 
dapat mempengaruhi kinerja pegawai karena 
pada dasarnya dalam bekerja pegawai 
berusaha untuk meningkatkan karir. Karir 
pegawai negeri sipil adalah bagaimana 
pegawai dapat menduduki pada jabatan 
struktural. Pada umumnya antara prestasi 
kerja berbanding lurus dengan karir, namun 
kenyataannya pada organisasi pemerintahan 
kondisi tersebut belum dapat terealisasi 
sebagaimana mestinya, banyak faktor lain 
yang menjadi pertimbangan. Salah satu 
faktornya adalah kepangkatan dari pegawai, 
karena tidak mungkin pegawai dengan 
pangkat yang lebih rendah namun kinerjanya 
lebih baik dapat menduduki jabatan. 
Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja 
Pegawai 
Pelatihan merupakan salah satu bentuk 
upaya untuk meningkatkan kapasitas dan 
kapabilitas sumber daya manusia terutama 
dalah hal kemampuan intelektual dan 
kepribadian. Pelatihan juga harus mendapat 
perhatian khusus dalam suatu organisasi 
karena merupakan salah satu bentuk investasi. 
Pelathan bagi pegawai pada dasarnya untuk 
meningkatkan kemampuan atau ketrampilan 
maupun menambah pengetahuan agar 
pegawai dapat melaksanakan tugas dengan 
baik. Pelatihan umumnya diberikan kepada 
pegawai-pegawai baru yang belum 




mengetahui dan memahami tugas yang 
menjadi tanggungjawabnya.   
Fasilitas pelatihan pada dasarnya 
digunakan untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan pelatihan karena tanpa adanya 
fasilitas yang memadai, pelaksanaan pelatihan 
akan terasa monoton karena peserta hanya 
diberikan secara lisan dan hal ini akan 
membuat peserta merasa bosan yang pada 
akhirnya tujuan dari pelathan tidak akan 
tercapai. Fasiltas pelatihan yang baik adalah 
yang benar-benar sesuai dengan materi yang 
diberikan sehingga dalam pelaksanaannya 
fasilitas tersebut benar-benar dapat 
bermanfaat.  
Metode pengajaran dalam pelatihan 
juga dapat menjadi faktor yang mendukung 
pelaksanaan pelatihan dengan baik. Metode 
pelatihan hendaknya dapat melibatkan peserta 
untuk berperan aktif dalam suasana belajar. 
Karena dengan peran aktif tersebut, peserta 
dapat dengan cepat memahami apa yang 
diajarkan dan nantinya dapat diterapkan 
dalam melaksanakan tugas-tugas. Dengan 
peran aktif peserta tersebut juga memberi arti 
adanya hubungan antara instruktur dan 
peserta selama jalannya pelatihan. 
Disamping itu, instruktur juga harus 
dapat memahami apa yang menjadi kebutuhan 
dari seluruh peserta dalam mengikut 
pelatihan. Instruktur harus dapat memberikan 
materi yang mudah dipahami oleh seluruh 
peserta karena peserta pelatihan terdiri 
berbagai macam karakter manusia yang 
memiliki perbedaan dalam menangkap apa 
yang diajarkan. Dengan pemberian materi 
yang mudah dipahami, peserta pelathan akan 
dapat dengan mudah mencerna apa yang 
diajarkan sehingga pada akhirnya akan dapat 
merubah pola pikir dan pola kerja pegawai 
yang mengikuti pelatihan. 
Pada dasarnya pegawai yang diikut 
sertakan dalam pelatihan adalah untuk 
meningkatkan kemampuan dalam bekerja. 
Oleh karena itu, materi pelatihan yang 
diberkan hendaknya memang benar-benar 
sesuai dengan bidang teknis yang ditekuni 
oleh pegawai di kantor. Kesesuaian materi 
pelatihan tersebut sangat penting karena akan 
berdampak pada bagaimana kemampuan kerja 
pegawai setelah mengikuti pelatihan. 
Dari kesemua indikator tersebut, hal 
yang juga harus mendapat perhatian untuk 
tercapainya tujuan pemberian pelatihan 
kepada pegawai adalah lamanya waktu 
pelatihan. Di satu sisi pelatihan dengan jangka 
waktu yang pendek tidak akan memperoleh 
hasil yang maksimal sementara pelatihan 
dengan jangka waktu yang lama akan 
menimbulkan kebosanan dari para peserta. 
Lamanya waktu pelatihan hendaknya 
disesuaikan dengan kondisi materi yang akan 
diberikan serta kondisi peserta dalam 
memahami materi yang akan diberikan. 
Pengaruh Fasilitas Kerja terhadap Kinerja 
Pegawai 
Untuk meningkatkan kinerja pegawai 
tidak cukup hanya diberikan fasilitas yang 
mendukung pelaksanaan pekerjaan tetapi 
lingkungan kantor yang kondusif juga 
berperan besar dalam menunjang kinerja 
pegawai. Dengan lingkungan kerja yang 
nyaman akan menimbulkan perasaan tenang 
pada pegawai dalam melaksanakan pekerjaan 
sehingga dengan perasaan tenang tersebut 
pegawai dapat bekerja dengan baik. Fasilitas 
non fisik juga dapat diberikan berupa 
pemberian insentif kepada pegawai sebagai 
perangsang untuk dapat bekerja lebih baik. 
Fasilitas fisik pada dasarnya merupakan 
sarana pendukung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas terutama yang ditekankan 
dalam hal ini adalah pelayanan kepada 
masyarakat. Tanpa adanya dukungan fasilitas 
kerja yang memadai berdampak pada 
lambanya proses pelaksanaan pekerjaan. 
Salah satu contoh adalah komputer, dimana 
pada saat ini kebutuhan komputer untuk 
pelaksanaan pekerjaan sudah merupakan 
kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh 
kantor karena sebagian besar pelaksanaan 
tugas telah dilakukan melalui sistem aplikasi. 
Komputer juga dapat membantu 
pegawai dalam penghematan waktu 




penyelesaian pekerjaan, komputer juga dapat 
digunakan untuk mencari informasi-informasi 
penting yang bermanfaat terutama yang 
berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. 
Fasilitas lain yang tidak kalah penting adalah 
kondisi ruang kerja yang nyaman untuk 
pegawai bekerja. Kondisi ruang kerja yang 
nyaman akan berdampak positif pada cara 
kerja pegawai yang lebih berkonsentrasi pada 
pekerjaannya. Ruang kerja yang gaduh dan 
kotor tentunya akan sangat mengganggu 
kenyamanan pegawai dalam bekerja sehingga 
pegawai akan merasa tidak nyaman selama 
berada di dalam kantor dan pada akhirnya 
banyak pekerjaan yang terbengkalai. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
1. Motivasi, pelatihan dan fasilitas kerja 
secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja pegawai Dinas 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah. 
2. Motivasi berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja pegawai Dinas Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah. 
3. Pelatihan berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja pegawai Dinas Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah. 
4. Fasilitas kerja berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja pegawai Dinas 




1. Untuk memberikan posisi jabatan 
struktural pada pegawai yang berprestasi 
memang tidak mudah karena harus 
melalui badan pertimbangan jabatan dan 
kepangkatan (Baperjakat), namun yang 
dapat dilakukan adalah dengan 
memberikan tunjangan kesejahteraan 
pegawai-pegawai sesuai dengan tingkat 
prestasi yang dimilikinya. Disamping 
pemberian tunjangan kesejahteraan 
tersebut dapat sebagai penghargaan 
kepada pegawai yang berprestasi, 
sehingga hal ini dapat memotivasi 
pegawai-pegawai lainnya agar lebih 
meningkatkan kinerjanya. 
2. Memberikan kesempatan kepada pegawai 
untuk mengikuti pelatihan-pelatihan 
teknis yang berhubungan langsung dengan 
bidang tugasnya yaitu pelatihan-pelatihan 
yang menyangkut optimalisasi 
penerimaan pajak daerah. Namun dalam 
mengikutsertakan pegawai pada pelatihan 
hendaknya lebih selektif terhadap 
penyelenggara pelatihan. Disamping itu 
pegawai yang telah mengikuti pelatihan 
dilakukan evaluasi terhadap hasil 
kerjanya, hal ini untuk melihat apakah 
pegawai tersebut dapat menerapkan 
materi yang diajarkan atau tidak. 
3. Memberikan fasilitas-fasilitas kerja yang 
memadai terutama fasilitas kerja yang 
berkaitan langsung dengan pelaksanaan 
tugas seperti kendaraan operasional 
sebagai sarana untuk mengoptimalkan 
dalam pencapaian penerimaan pajak 
daerah.  
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